POHON KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR

Indikator : Indeks Kualitas Fasilitasi Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kinerja DPRD

Meningkatnya kualitas fasilitasi fungsi DPRD

Indikator : Tingkat Kepuasan terhadap Fasilitasi pembahasan Raperda

Indikator : Tingkat Kepuasan terhadap Fasilitasi fungsi pengawasan daerah

Indikator : Tingkat Kepuasan terhadap Fasilitasi fungsi
penganggaran daerah

Terfasilitasinya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Terfasilitasinya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Terfasilitasinya Pembahasan Kebijakan Anggaran

Indikator : Presentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan
DPRD sesuai dengan standar

Indikator : Presentase fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar

Indikator : Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran
sesuai ketentuan
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Fasilitasi pembahasan dan Fasilitasi peningkatan kapasitas Penyerapan dan Penghimpunan Fasilitasi kebijakan anggaran dan
.. Pengawasan Penggunaan Anggaran .
pengesahan Ranperda DPRD aspirasi masyarakat pertanggungjawaban
IK : Jumlah fasilitasi pembahasan dan IK : Jumlah fasilitasi peningkatan IK : Jumlah dokumen pokok-pokok IK : Jumlah fasilitasi pengawasan IK : Jumlah Fasilitasi kebijakan anggaran dan
pengesahan Ranperda kapasitas DPRD pikiran DPRD yang disusun penggunaan anggaran pertanggungjawaban APBD
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- IK : Jumlah fasilitasi orientasi dan IK : Jumlah dokumen laporan hasil IK : Jumlah dokumen pembahasan KUA PPAS dan

IK : Jumlah dokumen produk hukum bimtek Anggota DPRD

reses vang terfasilitasi

DPRD yang tersusun

IK : Jumlah fasilitasi kunjungan kerja

IK : Jumlah dokumen pengawasan
bidang Pelayanan Umum, Pendidikan
dan Kesehatan

IK : Jumlah dokumen hasil dengar
pendapat

IK : Jumlah fasilitasi Pembentukan
dan Penetapan AKD

IK : Jumlah fasilitasi tenaga ahli

IK : Jumlah fasilitasi pembahasan
Raperda/Raperda Inisiatif

IK : Jumlah fasilitasi tim ahli

IK : Jumlah Naskah Akademik yang
dihasilkan

IK : Jumlah dokumen risalah yang
diselesaikan

IK : Jumlah dokumen pengawasan
bidang Sosial Ekonomi dan Keuangan

IK : Jumlah dokumen pengawasan
bidang Pembangunan dan Perijinan

APBD beserta perubahannya

IK : Jumlah dokumen pertanggungjawaban APBD

IK : Jumlah dokumen pembahasan prognosis

IK : Jumlah dokumen pembahasan LHP




